
a. bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur
Tabun Anggaran 2020 telab ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019, dan dalam
rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK. 07/2019 ten tang
Pengelolaan Dana Desa, maka terhadap Peraturan
Bupati tersebut perlu dilakukan perubaban;

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubaban Atas Peraturan Bupati Nomor
45 Tabun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Lombok Tirnur Tahun Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tabun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayab
Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintab Pusat dan
Pemerintah Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaban
Lejnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan .Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6 Tahun
2014 tentang Desa (LembaranNegaraRepublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor220);
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urusan pemerintahan, kepentingan
setempat berdasarkan prakarsa:

mengurus
masyarakat

8eberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Rincian Dana Desa di Kabupaten Lombok Timur
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok
Timur Tahun 2019 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 5 dan angka 6 ketentuan Pasal 1
disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka SA, sehingga
berbunyi sebagai berikut:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

Pasal I

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45
TAHUN2019 TENTANGTATACARAPEMBAGIANDAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DIKABUPATENLOMBOKTIMURTAHUNANGGARAN2020

MEMUTUSKAN:

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20S/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6,
Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Timur Nomor 4);

11. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
LombokTimur Tahun 20'19 Nomor 2)';

12. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun
Anggaran 2020' (Berita Daerah Kabupaten Lombok
Timur Tahun 2019 Nomor 45);

- 3-

Menetapkan



masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan
oleh MenteriDalamNegeri.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

SA.Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya
disingkat RKUN, adalah rekening tempat
penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan
membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank
sentral.

6. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKUD, adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
bupati/walikota untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

7. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD
adalah rekening tempat penyimpanan uang
Pemerintah Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening
pada Bank yang ditetapkan.
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(i
(1) Dana Desa disalurkan dari RKUNke RKDmelalui '

RKUD.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa
setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana
hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

Pasal11

5. Ketentuan Pasal9 di hapus.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasa15
Alokasi kineIja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
huruf c, dihitung sebesar 1,50/0(satu koma lima
persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa
desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan
keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian
keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil
(outcame) pembangunan desa.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal4
(1) Alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1,50/0(satu
koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi
secara proporsional diberikan kepada Desa
Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggalyang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan
ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal3
AlokasiDasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 690/0(enam puluh
sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi
secara merata kepada setiap desa secara nasional.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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(8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (6)dan ayat (7)dihitung berdasarkan rata-rata
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling
lambat bulan Juni sebesar 400/0 (empat puluh
persen);

b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling
lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar
400/0 (empat puluh persen); dan

c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20%
(dua puluh persen).

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUNke RKDtahap I
dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan
Desamengenai APBDesdari KepalaDesa.

(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUNke RKDtahap II
dilaksanakan setelah bupati menerima laporan
realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya dari KepalaDesa
dan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata
rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
500/0 (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35%
(tigapuluh lima persen).

(7) Penyaluran Dana Desa dari RKUNke RKDtahap III
dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan
realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan
rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling
sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
serta laporan konvergensi pencegahan stunting
tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

kuasadilaksanakan berdasarkan surat
pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten
dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
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(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (6)dan ayat (7)dilakukan sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran,
volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian
keluaran.

(10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi
kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan
perubahan tabel referensi kepada bupati untuk
dilakukan pemutakhiran data dengan mengacu
pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian
DalamNegeri.

(11) Berdasarkan penyaluran Dana Desa ke RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala desa
menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan
penyaluran Dana Desa di RKDkepada bupati dan
KepalaKPPN.

(12) Dalam hal kepala desa tidak menyampaikan
dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), (6) dan (7)
sampai dengan berakhimya tahun anggaran, Dana
Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa
di RKUN.

(13) Sisa Dana Desa di RKUNsebagaimana dimaksud
pada ayat (8) tidak dapat disalurkan kembali pada
tahun anggaran berikutnya.

7. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan satu pasal
baru yaitu Pasal14A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal14 A
(1) KepalaDesa melakukan rekonsiliasi data komulatif

sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai
dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD dengan
Bupati paling lambat bulan Juni 2020.

(2) Kepala Desa menyetorkan komulatif sisa Dana
Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun
Anggaran 2018 di RKD sebagaimana dimaksud

-, pada ayat (1) ke RKUDpaling lambat akhir bulan
Juli 2020.

8. Ketentuan Pasal 15dihapus.
9. Ketentuan Pasal16 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
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Asi":>lcn/J/II/Ill

BERITADAERAHKABUPATENLOMBOKTIMURTAHUN2020 NOMOR2

Diundangkan di Selong
pada tanggal 25 Januari 2020

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENLOMBOKTIMUR

,-
\j\wM. SUKIMANAZMY

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 25 Januari 2020

d BUPATIL~MBOKTIMUR,I
~

menempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Timur.

memerintahkan
ini dengan

Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal II
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